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IVOMOR 3 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 
NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH KOTA SURAKARTA 
TAHUN ANGGARAN 201 1 

WALIKOTA SURAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pendidikan mil-~imal 
bagi peserta didik wajib belajar sembilan tahuli untuk 
dapat mengembangkan potensi dirinya untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi perlu diberikan 
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 

b. bahwa guna melakukan pembayaran atas penggunaan 
Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 
perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Walikota 
Surakarta Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belarrja Daerah Kota Surakarta 
Tahun Anggaran 2011; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu niembentuk Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Surakarta Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran 
Anggaran Pelidapatan dan Belanja Daerah Kota Suakarta 
Tahun Anggaran 2011; 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daera h Istimewa Yogya karta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4755); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
~embenkukan Peraturan ~erundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negaka Republi k 
Indonesia Nombr 4389); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Naslonal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir, dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 



Perubaharl Kedua Atas Undang-Undang IVomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Tahun 2008 IVomor 59, Tarr~ ba han 
Len~baran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirrlbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daera h (Lernbaran Negara Republi k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lerrlbaran 
Negara Repu bli k Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang IVomor 27 Tahun 2009 tentang IYajelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tarrlbahan Lern baran Negara 
Republi k Indonesia Nomor 5043); 

12. Undang-Undang IVomor 28 Tahun 2009 tentang Pqak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lerrlbaran Negara Repu bli k Indonesia Nomor 5049); 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lerrlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098,) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah 
IVomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
IVegeri Sipil (Lernbaran Negara Republi k Indonesia Tahun 
2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran IVegara Republik 
Indonesia IVomor 3 1); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuanga~i Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 IVomor 210, Tarrlbahan Lerrlbaran IVegara Republik 
Indonesia IVomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pen-lbinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daera h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tarrlbahan Lembaran 
Negara Repu bli k Indonesia Nomor 4090); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lerrlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana tela h diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 



tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
IVomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwa kilan 
Rakyat Daerah (Lembaran IVegara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
IVegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
IVegara Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lerrlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
IVomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Inforniasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik I~idonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lerrlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
IVegara Republik Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lerrlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 IVomor 150, Tarrlbahan Lembaran IVegara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Perrlbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 



25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelapora~i Keuangan dan Kinerja Instansi Penierintah 
(Lernbaran IVegara Republik Indonesia Tahun 2006 
IVomor 25, Tanibahan Len-lbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624); 

26. Peraturan Penierintah Nonior 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang NegaraIDaerah (Len- bara an Negara 
Republi k Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah1.m 2010 
Nomor 119, Tan-lbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tamba han 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

31. Peraturan Presiden IVonior 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaarl BarangIJasa Penierintah; 

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 
tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Len-lbaran Daerah 
Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20); 

33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Kedudu kan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 
26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surakarta T a h ~ ~ n  2006 Nomor 4 
Seri D Nomor 2 ); 

34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 



35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tah~ln 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota S~lrakarta Tah~ln 
2008 Nomor 6); 

36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RP:IPD) Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2); 

37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 
7); 

38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 
13); 

39. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Surakarta Tahun Anggaran 2011; 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 
2010 tentang Petl-~njuk Tehnis Pengg~lnaan Dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 
2011; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Daerah 
Kabupaten dan Kota Tah~nn Anggaran 2011; 

3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 900/5106 SJ dan Nomor 
02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam APBD Tahun 
Anggaran 2011; 

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan 
Dasar dan Menengah Nomor 5792/C/KU/2010 perihal 
Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Sekolah Negeri, dan Alokasi Dana Bantuan Operasional 
Sekola h (BOS) Sekolah Swasta per KabupatenIKota. 

5. Keputusan Pimpinan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah 
Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Penganggaran dan Pembayaran Mendahului Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011 untuk Pelaksanaan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011. 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 28 TAHUN 
2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 1 
diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
1. Pendapatan 

a. Semula Rp. 1.003.623.509.000 ,- 
b. Bertambah Rp. 45.939.200.000 ,- 

Jumlah pendapatan 
setelah perubahan Rp. 1.049.562.709.000 ,- 

2. Belanja 
a. Semula Rp. 1.069.114.673.000 ,- 
b. Bertarr~bah Rp. 45.939.200.000 ,- 

Jumlah belanja 
setelah perubahan Rp. 1.115.053.873.000 ,- 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan - Semula Rp. 74.229.300.000 ,- - BertambahIBerkurang Rp. 0 I -  

Jumlah Penerimaan 
Setelah Perubahan Rp. 74.229.300.000 ,- 

b. Pengeluaran - Semula RP. 8.738.136.000 ,- - BertambahIBerkurang Rp. 0 I -  

Jumlah Penerimaan 
Setelah Peruba han RP. 8.738.136.000 ,- 

Pembiayaan Netto 
Setelah Peruba han Rp. 65.491.164.000 ,- 
Sisa Lebih Pem biayaan 
Anggaran Tahun 
Berkenaan RP. 0 I -  



2. Kete~ituan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Perqjabaran Peruba han APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Larrlpirarl Peraturan 
Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Pasal 2 

Peraturan Walikota il-ri mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya rr~emerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penerrlpatannya dalarrl Berita Daerah. 

Ditetapkan di Surakarta 
pada tanggal \7 ~ W t f  ao\\ 

4WALIKOTA SURAKARTA 

\OKO WIDODO 

Diundangkan di Surakarta 
pada tanggal I8 ~ o ~ c f  9011 

A 

C BUD1 SUHARTO 
embina Utama Muda 

N .19640318.198711.1.002 

BERITA NEGARA KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 3 


